SALINAN

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BENGKULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan
Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2017, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. UndangUndang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan
Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 43535);

4, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor B2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah ([Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S679);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 lentang
Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan
Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
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12. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan — Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Bengluha Tahun 2007 Nomor 6),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi
Bengkulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomer 6 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
( Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 4);

13. Peraturan Daerah Provinsi Benglulu Nomor 8 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Bengkulu
Tahun 2016 Nomor 8};

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI BENGKULU
TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu
Tahun Anggaran 2017 berjumlah Rp.3.344.957.661.987,00
dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan..............,,-............,,,“-..Rp.B.EI-fIl1,325.345.'_?915,50
b. Belanja Daerah........ocoooeiiimminnninnie Rp.3.344.957.661.987,00
c. Pembiayaan Daerah:

PENETIMAATL  0ovreeeserrmnaanrmraasrssiisnans Rp.321.632.582.990,50

PengelUaran. . .cresesssssssimmnnnrrrnnrines Rp.18.000.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto............... Rp.303.632.582.990,50

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Tahun BerKenaamn........ccccceeeiiansnnnan Rp. 0,00
Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
huruf a di atas terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah............ Rp.905.536.548.768,50
b.Dana Perimbangan...................Rp.2.132.917.440.228,00
¢. Lain-lain pendapatan daerah

vang 8ah ... . Rp. 2.871.090.000,00
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(2} Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf & di atas terdiri dari:

a. Pajak Daerah.......cooonneciinnnnnn Rp. 646.249.665.994,80
b. Retribusi Daerah.........cooceiiiiinnnns Rp. 14.924.662.000,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah

yang dipisahKan ...........cccees RP.  22.067.685.166,70

d. Lain-lain pendapatan asli daerah
yang sah........... SR e ST Rp. 222.294,535.607,00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b di atas terdiri dari:

a. Dana bagi hasil Pajak/Bagi hasil

Bukan Pajak........ccconmmneiennnnRP 79.834.140.000,00
b. Dana Alokasi Umum......,........Rp. 1.354.429,212.228,00
c. Dana Alokasi Khusus................. Rp. 698.654.088.000,00

(4)Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ di atas terdiri dari:

a. Dana Penyesuaian dan
Otonomi Khusus.....c.cvevcevanne RP 0,00
b. Pendapatan Lainnya................. Rp. 2.871.090.000,00

Pasal 3
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
huruf b di atas terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung........... Rp.1.674.625.191.787,00
b. Belanja Langsung.........cccccouim Rp.1.670.332.470.200,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a terdiri dari:

a. Belanja Pegawal............... T Rp. 975.543.933.531,00
b. Belanja Hibah.........ccoocciniininana. Rp. 385.302.209.000,00

c. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan
Pemerintah Desa.....ovooveeecvrnnnnn Bp.  204.245,598.256,00
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d. Belanja Belanja  Bantuan  Keuangan kepada
Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa:

o ieninvivissisessiessvienns Rp 14.533.451.000,00
e. Belanja Tidak Terduga............... Rp. 5.000.000.000,00

{3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai.......coorreecveneesn . RP 55.779.026.575,00

b. Belanja Barang dan Jasa........Rp. 603.962.017.331,00

c. Belanja Modal...........occoiininnnne Rp.1.010.591.426.294,00
Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal |
huruf ¢ di atas terdiri dari:

a. PEnerimanm. .. ccco i rmasssannirens Rp. 321.632.582.990,50
b. Pengeluaran........coovesrssarsranssnes RP 18.000.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf a
terdiri dari:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran
SebelUMNYA. . .coivreanriiasnnrnaanineas Rp. 224.695.301.762,50

b. Penerimaan Piutang Daerah........ Rp. 96.937.281.228,00
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdiri dari jenis Pembiayaan:
a. Penyertaan Modal (Investasi)
Pemerintah Daerah.......cccocvvaiee. Rp. 18.000.000.000,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)
Rp. 0,00

Pasal 2
Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2017 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran | yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur

1.
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Pasal 3
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Bengkulu Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II yang merapakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4
Belanja Hibah sebagaimana yang tercantum di dalam Lampiran
| dan Lampiran II dirinci lebih lanjut dalam Lampiran Il yang
merupakan bagian tidak terpisahlan dari Peraturan Gubernur
ini.

Pasal 5
Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2017 sebagaimana
diatur dalam Peraturan Gubernur ini dituangkan lebih lanjut
dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Provinsi Benglkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 24 Januari 2017
GUBERNUR BENGKULLU,

ttd.

H. RIDWAN MUKTI

Diundangkan di Bengkulu

pada tanggal 24 Januari 2017
Plt . SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN,

Ttd.
H. SUDOTO
BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2017 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan ashnya
PALA BIRO HUKUM
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